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. , KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- ‘ L - L KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan péinerintahan yang
baik danf bersih dan untuk mendorong pengeﬁbangan dan
: apenerapajn systefn pertanggung jawaban yangi jelas, tepat,
‘terukur dan efektif khususnya pada Tata Kelola Keuangan
dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. .
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu -
membentuk  Tim Penyusun dan Pelaksana System
Akuntablhtas Kinerja' Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
dltetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
‘Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MQ]OkCI’tO Tahun
2016-2021;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ‘tehtang' Pembentukan
' ' 'Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah KotapraJa Surabaya dan Daerah
Tlngkat il Surabaya, : A
2. Undang—Undang - Nomor 28 Tahun | 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korup51
Kolusi dan Nepotisme; ‘
3. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; , _
4. Undang—Undang Nomor = 1 Tahun : 2004 tentang, :
- Perbendaharaan Negara; ” |
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,




Menetapkan :

- KESATU

KEDUA

.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintéh

Daerah sebagaimana telah diubah ‘terakhir dengan Undang- .
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan : Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

‘ Pengelolaan Keuangan Daerah; , .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; ’ ,

9. Peraturan Menteri Dtentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalién dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; ’ o o

10Peraturan . Menteri Dalam Neger1 Nomor 54 Tahun 2010

‘ tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

| 2008 tentang Tahapah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Ren‘Cana.kPembang'unan‘Daerah; ‘

1 1.Peraturaﬁ Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tenktang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman'
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl :’
Nomor 21 Tahun 201 1;

12Peraturan -Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

13Peraturan Daerah Kabupaten MO_]OkeI‘tO Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah'
‘Kabupaten Mojokerto 2016-2021.

MEMUTUSKAN B

: Membentuk Tim Penyusun dan Pelaksana Sistem Akuntabilitas

Kinerja -Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengélolaan'
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- ‘
2021 dengan susunan keanggotaan sebagalmana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tldak terpisah

~dari Keputusan ini ;

Tim sebagalmana dimaksud D1ktum Kesatu mempunya1 tugas
sebagai berikut : 7

“a. Melakukan Inventarisasi bahan dan data yang diperlukan

dalam Dokumen SAKIP ; s |

b. Melakukan koordinasi  antar : anggota Tim disetiap

» Penyusunan Akuntablhtas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) mulai dari Perencanaan Kmerja, Perjanjian Kinerja,



KETIGA

-3-

Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinérja dan Pelapdran '

Kinerja ; - o |
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupatén

Mojokerto. | ' I

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. ’

Ditétapkan di Mojokerto _
Pada tanggal Januari 2016

KEPALA BADAN PENGELOLAAN |
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO 7

-

%Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.
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Pengukuran Kinerja, Evaluasi  Kinerja dan Pelaporan
Kinerja ; - ; ' ,_

c.” Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset ' Daerah Kabupaten
Mojokertoi. ' o .

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetépkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ‘akan diadakan

~perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mbjokerto v 7
Pada tanggal Januari 2016
KEPALA BADAN PENGELOLAAN

'KEUANGAN DAN ASET DAERAH




' LAMPIRAN
'KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
'KEUANGAN nDAN  ASET DAERAH NOMOR
1000/1026/416-203/2016

'TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
' PELAKSANA SAKIP PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
' MOJOKERTO TAHUN 2016-2021 |

- SUSUNAN KEANGGOTAN TIM ’PENYUSUN DAN PELAKSANA SAKIP PADA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2016- 2021

URAIAN JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

NO.

1. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan | Penanggung jawab

Aset Daerah V ' ' ‘
12. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Ketua

dan Aset Daerah r 4

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | Sekretaris
dan Keuangan N |

4. Kepala Bidang Anggaran _ | Anggota

S. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggota
Akuntansi | | :

6. Kepala Bidang Pengelolaan Aset : Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
" KABUPATEN MOJOKERTO %

(

)‘f]r. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.



i E-LAMPIRAN
" KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
~ KEUANGAN nDAN  ASET DAERAH NOMOR
1900/1026/416-203/2016 | .
~ TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN | DAN |
~ PELAKSANA SAKIP PADA BADAN PENGELOLAAN
'KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2016-2021 |

SUSUNAN KEANGGOT AN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA SAKIP PADA
; BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

MOJOKERTO TAHUN 2016-2021

- URAIAN JABATAN - KEDUDUKAN DALAM TIM

NO.

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan | Penanggung jawab
Aset Daerah |

2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan | Ketua
dan Aset Daerah : ‘

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Sekretarié
dan Keuangan , ‘ o

4. Kepala Bidang Anggaran : Anggota |

S. Kepala B1dang Perbendaharaan dan | | Anggota
Akuntansi L e |

6. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH




